BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan konsepsi pemerintah daerah yang tertuang dalam Undang-
Undang Dasar 1945 pada pasal 18 menyatakan bahwa “pembagian daerah Indonesia
atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetetapkan
dengan Undang-Undang”. Pemerintah desa merupakan sub sistem dalam sistem
penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Hal ini bermakna bahwa
pemerintah desa mendapat perhatian serius dalam membina masyarakat desa.

Badan permusyawaratan desa, selanjutnya disingkat BPD bukanlah lembaga
baru. Dalam 2 dekade terakhir sejak era reformasi digulirkan tugas, fungsi dan
kedudukan BPD terus berubah-ubah. Perubahan tersebut tak terlepas dari perubahan
regulasi yang mengatur urusan desa. Istilah BPD diperkenalkan oleh undang-undang
No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sebagai lembaga legislatif desa. Peran
BPD sebagai lembaga legislatif yang kuat ditingkat desa selanjutnya ditekan dan
dilunakan oleh undang-undang tahun 2004 tentang pemerintah daerah. BPD bergeser
dari pemerintahan desa. Sebagai unsur pemerintah desa, BPD berwenang dan ikut
mengatur dan mengurus desa. Dalam undang-undang ini lembaga musyawarah desa
(LMD) diganti menjadi badan perwakilan desa pengaturan tentang BPD ini ada dalam
pasal 104 dan 105 :

“Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain
berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan



menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan desa”.

Dari pasal tersebut terlihat bahwasannya BPD memiliki empat fungsi yaitu
pertama mengayomi adat istiadat, kedua membuat peraturan desa, ketiga menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat, keempat melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan desa akan tetapi dalam prakteknya fungsi ini belum
berjalan semuanya.

Kedudukan badan permusyawaratan desa berdasarkan undang-undang No.6
tahun 2014 telah bergeser tidak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa hal
tersebut di tegaskan pada pasal 23 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 bahwa
Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dengan demikian Badan
Permusyawaratan Desa berada diluar struktur pemerintahan desa. Badan
permusyawaratan desa menjadi lembaga yang mandiri namun mempunyai fungsi
pemerintahan.

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala
desa dipilih langsung oleh rakyat dan kepala desa yang terpilih ditetapkan langsung
oleh BPD serta disahkan langsung oleh Bupati. Sedangkan BPD dipilih dari dan oleh
Penduduk Desa bersangkutan. Titik tolak pembangunan yang dilaksanakan ditingkat
pedesaan sebaiknya berdasarkan kepemimpinan kepala desa dengan segenap potensi
masyarakat yang ada, ini hendaknya digalang secara baik besama-sama BPD
sehingga keberhasilan pembangunan dapat dinikmati dan dirasakan bersama.

Desa merupakan pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dalam menjalankan tugasnya desa diperlukan sebuah lembaga yakni



Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra pemerintah desa yang solid
dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah desa dan badan
permusyawartan desa diharapkan yang bisa membawa kemajuan dengan memberikan
pengarahan, masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik terutama
dalam penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah desa.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) RI No.6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1
ayat 1 Desa adalah “desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan”,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan
atau hak tradisonal yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara
kesatuan republik Indonesia. Dari konsep pemerintahan desa dapatlah diketahui
bahwa desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang dikelola oleh Kepala Desa
yang difungsikan sebagai menjalankan pemerintahan, sedangkan BPD difungsikan
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD merupakan badan legislatif
desa yang akan mengawasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam
menciptakan pembangunan desa.

Kehadiran BPD membawa nuansa tersendiri dalam kehidupan demokrasi,
karena salah satu tujuan dibentuknya BPD adalah untuk mewujudkan pemerintahan
yang demokratis ditingkat desa, salah satu bentuk yang harus dilakukan adalah
berupaya menjadikan BPD sebagai institusi yang profesional yakni suatu lembaga
desa yang mampu bekerja secara professional untuk mewujudkan visi dan misi yang

telah diembankan atau dibebankan masyarakat kepada lembaga tersebut.



Hal ini menunjukkan bahwa selain menganut demokrasi, di desa juga
memiliki otonominya sendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Indonesia. Otonomi desa bukanlah menunjuk pada otonomi pemerintah desa semata-
mata, tetapi juga otonomi masyarakat desa dalam menentukan diri mereka dan
mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan mereka sendiri. Otonomi desa
berarti juga memberi ruang yang luas bagi inisiatif dari desa. Kebebasan untuk
menentukan dirinya sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik
dalam pengambilan keputusan berskala desa, perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain yang dampaknya akan dirasakan oleh
masyarakat desa sendiri.

Demi mewujudkan demokrasi dan otonomi di tingkat desa maka dibentuklah
lembaga yang serupa dengan lembaga legislatif yang disebut dengan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan
di desa. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Desa No. 43 tahun 2014 yang disebutkan bahwa “BPD
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. BPD sebagai
badan permusyawaratan desa berasal dari ketua rukun warga, pemangku adat,
golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Badan
Permusyawaratan Desa bukanlah lembaga legislasi yang pertama ditingkat desa
karena ada lembaga legislasi desa lainnya sebelum BPD yang merupakan cikal bakal
perwujudan demokrasi dan otonomi di desa yakni Lembaga Musyawarah Desa

(LMD) dan Badan Perwakilan Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja



pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa dalam hal ini bertanggung
jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tersebut kepada bupati.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum
perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan
menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan
Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum
dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Sebagai perwujudan
demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai
dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai
lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik
dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-negara ini terbentuk. Struktur
sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial
yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom
dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya serta relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan
dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud

bangsa yang paling kongkret. Sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian



dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat
pada masa orde baru yang melakukan sentralisasi, birokratisasi dan penyeragaman
pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

Pemerintahan Desa terdiri atas pemerintah desa yang meliputi kepala desa,
perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan
pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
bersama BPD. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan
demokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah
wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang
ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil penduduk desa yang dipilih dari
dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi, adat istiadat, membuat
peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu BPD
dan kepala desa menetapkan peraturan desa. Dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan
melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga legislasi dan wadah
yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga
ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan
sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislatif desa, BPD bertugas membuat

peraturan desa (PERDES) dimana BPD ikut serta dalam merumuskan dan



menetapkan peraturan desa yang akan ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah
desa.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi utama yakni merumuskan dan
menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa (legislasi) serta
menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa
(refresentasi). Proses pembuatan peraturan desa, mencakup tiga bagian yaitu bagian
perencanaan, penyusunan peraturan desa oleh kepala desa dan penyusunan peraturan
desa oleh BPD, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Bagian
ini di atur dalam pasal 5 sampai 13 Permendagri No.111 tahun 2014 tentang pedoman
teknis pembuatan peraturan di desa. Selain fungsi dalam legislasi dan refresentasi,
BPD juga memiliki fungsi lainnya seperti mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat
istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang
kelangsungan pembangunan dan melakukan pengawasan yaitu meliputi pengawasan
terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa/APBD
desa serta keputusan kepala desa.

BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan
dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
fistkk Desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat
berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan
di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas
Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi

guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa.



Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya
berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping
menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa
dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi
mayarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras
dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan
Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa
yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.

Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan
serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai
kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan Desa. Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas
berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan
kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang- undangan yang
lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan
kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, peraturan Desa disusun secara
demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi
masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi

masukan kepada BPD maupun Kepala Desa dalam proses penyusunan peraturan

1
Desa

" E.B. Sitorus, dkk, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan
Desa, DEPDAGRI, Jakarta, 2007, hlm. 7.



Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa, Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi sebagai
berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa;

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD

1. BPD belum optimal dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan Desa di Desa Sinar Baru Daro-Daro.

2. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD di Desa Sinar Baru Daro-
Daro belum maksimal dalam merangkul, menghimpun, merumuskan dan
menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini dilihat dari masih kurang
terperhatikannya warga penyandang cacat dalam berbagai kegiatan yang
dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan Desa Sinar Baru Daro-Daro,
misalnya dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan
masyarakat serta penyuluhan- penyuluhan mengenai mata pencaharian
terutama dalam bidang peternakan dan budidaya perikanan.

3. Kepala Desa beserta perangkat Desa kurang memperhatian kinerjanya
dalam penyelenggaraan pembangunan fisik Desa. Dimana tidak
terperhatikannya kondisi fisik Aula Desa, sehingga kurang layak untuk
dijadikan tempat dalam rapat musyawarah Desa. Dan juga kurangnya atribut

atau pajangan di kantor desa seperti Standart Operating Procedure (SOP) dan
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struktur organisasi pemerintahan desa, yang dimana beberapa hal tersebut

dapat memudahkan masyarakat apalagi dalam pembuatan KTP serta

Kartu Keluarga (KK), dan juga memudahkan para aparatur dalam

melayani masyarakatnya.

4. Kurangnya sekitar 100% kantor Kepala Desa minim fasilitas ruangan dan
administrasi.

Atas dasar itu penyusun merasa tertarik untuk meneliti bagaimana proses BPD
dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Sinar Baru Daro-Daro,
maka penyusun memandang penelitian ini harus dilakukan agar bisa melakukan
identifikasi keikutsertaan BPD berdasarkan kewenangannya dalam penyusunan dan
penetapan peraturan desa, di Desa Sinar Baru Daro-Daro berjalan secara konferensif
(menyeluruh).

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji
permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu
“Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan
Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sinar Baru Daro-
Daro, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan”.

B. Indentikfikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengindentikasikan masalah

sebagai berikut :

1. Kurangnya komunikasi yang baik antara BPD dengan Masyarakat di Desa

Sinar Baru Daro-daro
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2. Disposisi yaitu kurangnya komitmen dalam menetapkan suatu rancangan
peraturan desa di Desa Sinar Baru Daro-daro
3. Kurangnya Koordinasi Pemerintah Desa Dengan BPD Khusus di Desa Sinar
Baru Daro-daro
4. Lambatnya evaluasi dari Pemerintah ke Kecamatan Lahusa di Desa Sinar
Baru Daro-daro
C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan
Peraturan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?
2. Apa saja kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan
Peraturan Desa di Desa Sinar Baru Daro-Daro, Kecamatan Lahusa, Kabupaten
Nias Selatan?
D. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas,
maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:
a. Menjelaskan Bagaimana Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam
Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang
Desa
b. Menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa
dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sinar Baru Daro-Daro,

Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan



12

E. Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara akademis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata
negara pada khususnya mengenai Hubungan Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa. Dan dapat
bermanfaat juga selain sebagai informasi juga sebagai bahan literatur atau
bahan informasi ilmiah yang dapat di gunakan untuk mengembangkan teori
yang sudah ada dalam Hukum Tata Negara.

b. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa di
Desa Sinar Baru Daro-Daro dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembentukan Peraturan Desa agar dapat berjalan efektif.

c. Manfaat metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah
yang selanjutnya dapat dikombinasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah
lainnya, khususnya yang mengkaji tentang kewenangan Badan
Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan UU

No. 6 tahun 2014 tentang Desa.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai titik tolak atau landasan berfikir dalam menyoroti atau memecahkan
permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Untuk itu perlu
disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari
sudut mana masalah tersebut disoroti. Selanjutnya, Teori merupakan serangkaian
asumsi, konsep, konstruksi, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu
fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.
Berdasarkan rumusan diatas, maka penulis akan mengemukakan teori, konsep,
pendapat, dan gagasan yang akan dijadikan titik tolak landasan berfikir dalam

penelitian ini.

A. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa
1. Pengertian Desa

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia”(UndangUndang No. 6 tahun 2014). >

Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia
yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang

demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas

sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus

> UU No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1
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merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.
Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal
dari kata “Perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi
perintah.

Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa
diantaranya menurut Widjaja, mengemukakan mengenai pengertian dari Desa adalah
suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak
asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai
pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi,
dan pemberdayaan masyarakat.’

Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang
maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan Di Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa
yang dikemukakan bahwa:

Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingann masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1979 mengartikan desa :

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai

kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak

> HAW Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, (Surabaya:
Grafindo, 2002). h. 3
* Pasal 1 angka 1 Permendagri No 111 tahun 2014
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menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.

Desa menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan
Desa sebagai berikut :

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah
Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan UU No. 32 tahun 2004 di atas
sangat jelas sekali bahwa desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang
mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan
untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan
sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis
sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi
daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan
perwujudan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah
No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak
asal-usul desa

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan

> UU No 5 tahun 1979 tentang Desa
% UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,pasal 1 ayat 12



16

pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan

masyarakat.

c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Kabupaten/Kota.

d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang-undangan
diserahkan kepada desa.’

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan
penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan
peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan
kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar
rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa
yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga,
kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat,
ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar
dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran,
sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya
kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat
istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata

pencaharian masyarakat.

7 Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa
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2. Pemerintah Desa

Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan
orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang
berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik.
Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam
tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.
Sementara itu dalam sistem pemerintahan indonesia juga dikenal Pemerintahan Desa
dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata
pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan
merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam Peraturan Perundang-
Undangan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang memberikan penjelasan
mengenai pengertian Pemerintahan Desa yang dikemukakan bahwa:
Pasal 1 angka 2 disebut bahwa, “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.®

Pasal 1 angka 3 disebut bahwa, ”Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan

. » 9
Pemerintahan Desa’.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang
disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan,
seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan

sebutan lain. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung

¥ Pasal 1 angka 2 Permendagri No 111 tahun 2014
? Ibid, Pasal 1 angka 3
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jawab kepada rakyat melalui surat keterangan persetujuan dari BPD dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan camat.
Adapun Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa
berkewajiban melaksanakan koordinasi atas segala pemerintahan desa, mengadakan
pengawasan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing
secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka Kepala Desa
atas persetujuan BPD mengangkat pejabat perangkat desa.

“Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-
sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan
penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, di samping itu ia menyelenggarakan
urusan-urusan pemerintah.”"

Jadi, kepala desa sebagai Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab atas
terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang baik karena dalam
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tersebut, Kepala Desa adalah yang
paling memengang peranan dalam masyarakat yang menjadi wakil rakyat yang
terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desanya.

Pemerintahan Menurut S.Pramudji dapat di artikan secara luas dan sempit,
pengertian secara luasnya adalah perbuatan pemerintah oleh Organ-organ atau badan
badan Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan

pemerintahan Negara, Sedangkan pemerintahan dalam Arti sempit adalah perbuatan

' Hanif Nurcholis. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta 2011. Hal. 9
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memerintah yang di lakukan oleh organ eksekutif dan jajaranya dalam rangka
mencapai tujuan pemerintah Negara.

Pendapat yang sama di sampakan oleh Ramlan Surbakti yang menjelaskan,
bahwa pemerintahan dalam arti luas itu menyangkut 3 fungsi utama Dalam
penyelenggaraan Negara, yaitu Fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, Sedangkan
dalam arti sempitnya hanya menjelaskan fungsi eksekutifnya saja."’

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 1
angka 6 menyebutkan bahwa:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia” "’

Selanjutnya dalam angka 7 Dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan

“Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan

perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.’’

Sedangkan dalam UU No. 6 tahun 2014 memberikan pengertian tentang,

“Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia”."*

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa, menurut
Nurcholis Pemerintah mempunyai tugas pokok:
1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum,

membangun dan membina masyarakat

"Moch. Solekhan. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Cet:
Ke 3. (Malang, Setara press, 2014). Hal 22

"2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 1 ayat 6

13 Ibid, pasal 1 ayat 7

'* UU Desa pasal 25
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2. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten Pemerintah Desa yang dimaksud di sini Kepala Desa.
Pemerintah Desa yang dimaksud di sini Kepala Desa.Ini sebagai lembaga

eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di desa,
kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa.

Kepala Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan
keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi
pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada
masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau
meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan
pertanggungjawaban yang dimaksud."’

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara
Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya sudah diatur
Oleh Undang —undang Desa yaitu UU No 6 Tahun 2014, Dan Peraturan Pemerintah
No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa.
Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Kepala Desa. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan
Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan

masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

' M. Firman hadi “Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam
Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No. 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah” , Skripsi (Mataram: Fak. Hukum Universitas Mataram. hal. 5-6
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diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam
Perda dengan berpedoman pada UU dan Peraturan Pemerintah.'®
Berdasarkan Pasal 24 UU Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Berdasarkan Asas:
a. Kepastian Hukum
b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
c. Tertib kepentingan Umum
d. Keterbukaan
e. Proporsionalitas
f. Profesionalitas
g. Akuntabilitas
h. Efektivitas dan efisiensi
1. Kearifan lokal
j.  Keberagaman,dan
k. Partisipatif'’

Sesuai dengan Pasal 26 Angka 1 UU Desa, Kepala Desa bertugas
menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan
masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa Dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan BPD mempunyai tugas bersama yaitu
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah

diakomodasi atau ditampung oleh Kepala Desa dan BPD akan ditetapkan dalam

Sarman dan Mohammad taufik Makarso, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Cet:
pertama, (Jakarta: Rineka cipta 2012), Hal 288
' Lihat pasal 24 UU Desa
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bentuk peraturan desa dan APBDes. Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam
pembangunan yakni membuat perencanaan pembangunan dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud
disusun oleh pemerintahan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh
masyarakat desa.'®
Dalam melaksanakan tugasnya Sesuai dalam pasal 26 angka 2 UU Desa,
Kepala Desa berwenang:
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
d. Menetapkan peraturan desa
e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
f. Membina kehidupan masyarakat desa
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya
agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat desa.
1.  Mengembangkan sumber pendapatan desa
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa

'8 Aprianus Umbu Reada Ndata Meha “Dinamika hubungan badan permusyawaratan Desa

2

(BPD)dan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan’’, skripsi (Yogyakarta: Sekolah tinggi
pembangunan masyarakat Desa”’ APMD”, 2012), Hal. 17
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Memantfaatkan teknologi tepat guna

. Mengoordinasikan pembangunan desa secara Partisipatif

Mewakili desa di dalam maupun di luar pengadilan atau menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.’

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Desa atau yang di sebut dengan

Kepala Desa berkewajiban :

a.

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan

Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender

Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan,
profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan
nepotisme

Menjalin kerja sama koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di
desa

Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik

Mengelola keuangan dan aset desa

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa

' Lihat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 angka 2
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k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa

m. Membina dan melestarikan nilai sosial masyarakat desa

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa

0. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan
hidup, dan;

p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.*’

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Desa mempunyai
kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Bupati/Walikota, memberikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada
BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada

masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari
penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan
dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun
Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka
masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat

diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. BPD

0 Ibid, Pasal 26 ayat 4
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berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat.

Anggota BPD mempunyai kewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala
peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa; mempertahankan dan memelihara hukum
nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menyerap,
menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; memproses
pemilihan kepala desa; mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi,
kelompok dan golongan; menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
masyarakat setempat; dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan
lembaga kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi membahas dan menyepakati
peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa (UU No. 6 Tahun 2014
Pasal 55) *'. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari
masyarakat desa, disamping mejalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung
antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang
berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD
bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan desa sesuai dengan

aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat

2 1bid, Pasal 55
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dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses
sebagai berikut :
1) Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.
2) Agresi adalah proses megumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi
yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa.
3) Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan
oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa.
4) Konsultasi adalah proses dialog bersama antara Pemerintah Desa dan BPD
dengan masyarakat
Dalam pasal 86 Tentang Desa mengatur tentang Hak anggota BPD, yaitu :
a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa ; dan
c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan fungsi dan tugasnya dari
anggaran pendapatan dan belanja desa.”

BPD sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila
berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Menurut Soemartono;2006
terdapat beberapa jenis hubungan antara pemerintah desa dan Badan Perwakilan
Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut
pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam

melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak

2 Ibid, Pasal 86
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kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama.
Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka
bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masayarakat desa, masing-masing
unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat
dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat
kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara
lain :

a. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai,
c. Adanya prinsip saling menghormati;

d. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.”

C. Tinjauan Tentang Peraturan Desa
1. Pengertian Peraturan Desa

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.”*
Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan
demikian maka Pemerintahan Desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari

peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh

2 http://ymayoman.lecture.ub.ac.id/2012/01/kemitraan-antara-pemerintah-desa-bpd _ di _akses

pukul 18.00 WIB
* Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.
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bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa

setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat

setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara teoritis, pembuatan produk

hukum harus didasari oleh paling tidak empat dasar pemikiran antara lain :

l.

Dasar Filosofis, merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi
dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat kedalam suatu rancangan/draft
peraturan perundang-undangan sehingga hukum yang dibentuk tidak
bertentangan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai adat yang dijunjung
tinggi dimasyarakat.

Landasan Sosiologis, bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibuat
harus dapat dipahami oleh masyarakat dan harus sesuai dengan kenyataan
hidup masyarakat yang bersangkutan. Aturan hidup yang dibuat harus sesuai
dengan keutuhan, keyakinan dan kesadaran masyarakat.

Landasan Yuridis, bahwa yang menjadi landasan dalam pembuatan peraturan
perundang-undangan adalah peraturan atau sederet peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi dan dasar kewenangan seorang pejabat atau badan
membentuk Peraturan Perundang-undangan.

Dasar Hukum, Tolak ukur di atas dapat memberikan jaminan bahwa

rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat merupakan cikal bakal
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peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat, populis dan
efektif.bh *° Populis, karena mengakomodir sebanyak-banyaknya keinginan
penduduk di daerah. Efektif, karena peraturan yang dibuat itu operasional dan
jangkauan peraturannya mencakup sebanyak-banyaknya kepentingan
masyarakat dan senantiasa sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman
sehingga setiap kebutuhan masyarakat pada setiap era, mampu diwadahinya.

Peraturan desa yang wajib dibentuk berdasarkan Pasal 83 Bagian Kesatu
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Desa adalah sebagai
berikut :

(1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.

(2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan
peraturan Desa kepada pemerintah desa.

(3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk
mendapatkan masukan.

(4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa.”

Pemerintah Desa juga dapat membentuk Peraturan Desa yang merupakan

pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya yang

» Halim, Hamzah. Kemal Redindo. 2009. Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan
Daerah. Kencana Media Group. Jakarta.

% Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
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sesuai Pasal 84 Bagian Kesatu Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Desa:

(1)

(2)

€)

(4)

)

Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh
pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak tanggal kesepakatan.

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan
Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa
oleh Sekretaris Desa.

Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pembinaan dan
pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.”’

2. Proses Legislasi Peraturan Desa

a.

Proses penetapan Peraturan Desa melalui 7 (tujuh) tahapan yakni :

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD.

" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
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b. Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh
Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan Desa adalah peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.”® Peraturan desa
merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa
setempat. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh
Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

c. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.”’ Yang dimaksud Pemerintah Desa disini
adalah Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Peraturan desa dibentuk dalam wupaya mencapai tujuan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan
jangka pendek.

d. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya

masyarakat setempat.

2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (7).
* Ibid, Pasal 1 Bab Ketentuan Umum ayat (2)
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e. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul
dan kewenangan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat
desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah dapat memprakarsai
pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi
kepentingan nasional.*® Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa
senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa
setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat
Desa.

f. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan lainya. Peraturan Desa dilarang bertentangan
dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan
Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban
mengingatkan dan menindak lanjutin pelanggaran dimaksud sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki
oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa,
masyarakat desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan
evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

g. Peraturan desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan

perundang-undangan.

3%Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanan
Undang-Undang nomo 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
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Penyusunan Peraturan Desa harus sesuai dengan kaidah peraturan perundang-
undangan yang berlaku.’' Tiap-tiap desa didaerah-daerah diberi kewenangan
dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Melalui kewenangan yang
dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat,
Pemerintah Desa akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai
dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga
memberikan peluang dan kesempatan bagi desa untuk berupaya semaksimal
mungkin dalam rangka mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan
rakyat di desa setempat.

h. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam
rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa.*’Peraturan desa
dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat.* Titik tolak dari penyusunan suatu
peraturan daerah adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Dengan
kata lain, penerapan suatu peraturan daerah harus tepat guna dan berhasil
guna, tidak mengatur kepentingan golongan orang tertentu saja, dengan
menghasilkan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga
memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang

hendak diambil harus dilibatkan. Tujuan dasar peran serta masyarakat adalah

3! Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

3*UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

33Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa.



34

untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara
dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial
terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan, para pengambil
keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari
masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke
dalam suatu konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan
menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan
arah yang pasti dari berbagai faktor. Disamping itu, partisipasi masyarakat
juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat
sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan

1. Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota
melalui camat sebagai bahan pengawasan atau pembinaan paling lambat 7
hari setelah ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Desa atau Kepala
Desa.>* Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus
mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi
Peraturan Desa. Hasil evaluasi tersebut diserahkan oleh bupati/walikota paling
lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan

peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. Rancangan Peraturan Desa wajib

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa.
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dikonsultasikan kepada masyarakat desa.”> Masyarakat desa berhak

memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Peraturan Desa

dan Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita

Desa oleh Sekretaris Desa.

BPD dan Kepala Desa merupakan patokan untuk keberhasilan dan sangat
berperan dalam pembangunan desa. Dimana pembangunan desa itu meliputi ;
pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan masyarakat desa,
pembangunan kebudayaan dan pembangunan fisik desa. Pembangunan desa pada
dasarnya mencakup keseluruhan aspek desa yang terdiri dari berbagai sektor dan
program yang saling berkaitan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan
bimbingan pemerintah, karena untuk meningkatkan pembangunan desa, baik
peningkatan ekonomi maupun peningkatan taraf hidup sangat dipengaruhi
kepemimpinan seseorang. Secara teori bahwa salah satu faktor penunjang adalah
pemimpin.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan
pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
daerah Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud
disusun oleh pemerintahan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh
masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut

RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

35Undang—Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
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b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan

penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

D. Teori Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindarkan
adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan
dicapai. melalui pengawasan di harapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan
yang telah di tetapkan untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan secara efektif
dan efisien. Sujamto mendefenisikan Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan
untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas
atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Sedangkan Fathoni mendefenisikan Pengawasan yaitu adalah suatu proses
untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan
bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang di perlukan oleh pimpinan
organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.
Sebagaimana di ungkapkan oleh Tjokroamidjojo, bahwa pengawsasan sangat penting
dilakukan dengan tujuan:

1. Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana kegiatan berjalan sesuai
dengan rencananya.

2. Apabila terjadi penyimpangan, maka perlu diketahui seberapa jauh
penyimpangan tersebut dan apa sebabnya.

3. Dilakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan. Jadi, pengawasan

merupakan kegiatan yang penting karna tanpa pengawasan , maka kegiatan
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yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana dan bisa mengakibatkan
banyak penyelewengan-penyelewengan.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah
satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap
kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif,
baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external
control). Disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control).
Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas
rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

3. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
4. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;

5. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

E. Kerangka Konseptual
Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori secara umum dan hasil

pengamatan dilapangan, maka adapun yang menjadi acuan penulis dalam penelitian
ini adalah Proses pembentukan peraturan desa umumnya melalui 3 tahapan yaitu
tahap inisiasi, tahap sosio-politis dan tahap yuridis. Tahap-tahap ini mencakup
pengusulan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Rancangan

peraturan desa, dapat diajukan oleh pemerintah desa dan dapat juga oleh BPD.



Kewenangan BPD dalam
pembentukan
peraturan desa

1. UU RI No.6 tahun 2014 tentang Desa
2. PP RI No. 43 Tahun 2014 tentang
peraturan pelaksanaan UU RI No.6

Hrenes prembien kot

1. Tahap Inisiasi (Pengusulan & Perumusan)
2. Tahap sosio-politis (Pebahasan)
3. Tahap Yuridis (Penetapan/Pengesahan)

Peratnmm I'tnea

Kendala
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah di perlukan metode penelitian yang jelas untuk
memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang di gunakan

dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (normative legal research), yaitu
penelitian yang fokus untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi
normatifnya dengan kata lain mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif, sebagai
alat menyelesaikan permasalahan hukum di kehidupan masyarakat.

Agar pembahasan dan pemecahan masalah suatu penelitian bernilai ilmiah maka
penyusun menggunakan pendekatan dalam hukum normatif.>’ Pendekatan dalam hukum
normatif umumnya mengenal tujuh jenis pendekatan antara lain pendekatan historis (historical
approach) yaitu dengan memahami penafsiran hukum menurut sejarah hukum atau sejarah
penetapan suatu hukum,’® pendekatan perbandingan (comparative approach) yaitu dengan
membandingkan suatu hukum dari sistem hukum yang satu dengan hukum yang kurang lebih

sama enggan sistem hukum yang lain,*’ pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan

% Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, Penerbit Bayumedia Publishing,
hlm. 57.

¥ Ibid, hlm. 299.

*® Ibid, him. 318.

* Ibid, him. 313.
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menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,*
pendekatan analisis (analytical approach) yaitu dengan memperoleh makna baru yang
terkandung dalam aturan hukum kemmudian menganalisisnya melalui praktik putusan hakim,*!
pendekatan filsafat (philosophical approach) yaitu dengan mengupas isu hukum secara radikal
dan mendalam.**

Dalam penelitian yuridis normatif ini penyusun menggunakan dua pendekatan lainnya
yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual
approach). Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan
karena aturan hukum sebagai tema sentral penelitian.*’ Untuk penelitian ini menggunakan aturan
hukum dalam konvensi-konvensi internasional dan syariat Islam. Selanjutnya, penelitian ini juga
menggunakan pendekatan konsep yaitu dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin dalam ilmu hukum unruk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu

yang diteliti.**

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhkan dalam penyusunan skripsi ini,
maka lokasi penelitian ini di lakukan di Desa Sinar Baru Daro-Daro, Kecamatan Lahusa,
Kabupaten Nias Selatan. Lokasi penelitian ini dipilih karena peneliti menganggap lokasi ini

dinilai representatif untuk mewakili penelitian ini dalam mengkaji dan menganalisis bagaimana

*® Ibid, hlm. 321.
* Ibid, hlm. 310.
* Ibid, hlm. 320.
* Ibid, hlm. 302.
* Ibid, hlm. 306.
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Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa berdasarkan

UU No. 6 tahun 2014 di Desa tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif,
Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama
dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan
pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan
dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian iniyakni penelitian ini mengkaji data
berdasarkan norma yang ada mengenai Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dalam pembentukan Peraturan Desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014. Di analisa berdasarkan
Undang-Undang yang berlaku dengan menggunakan kaidah-kaidah yang relevan dengan

permasalahan tersebut.

C. Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder
belaka, yaitu data kepustakaan yang diperoleh dari studi dokumen/studi pustaka dari bahan-
bahan pustaka.*” Bahan hukum ini berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier :*°

* Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2002, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta, Raja
Grafindo Persada, hlm. 12.

4 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2005, Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta, Penerbit Lab. Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, him. 42-43.
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1. Bahan Hukum Primer merupakan sumber data yang merupakan peraturan perundang-
undangan yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Bahan Hukum sekunder adalah data yang di peroleh dari litelatur, dokumen-dokumen serta
Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan. Data jenis
ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumen pada instansi terkait.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap kata ataupun kalimat dalam penelitian ini yang tidak mudah dipahami seperti

kamus kamus, bibliografi, ensiklopedia dan sebagainya.*’

D. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusunan menggunakan

metode-metode penggalian data sebagai berikut :

1. Observasi
Adapun yang di maksud dengan observasi adalah pengamatan dengan pencatatan dengan
sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki. Yakni dengan mengamati secara
langsung, dan masyarakat yang ada di Desa Sinar Baru Daro-Daro

2. Wawancara
Metode wawancara yang di gunakan penyusun adalah menghubungi dan bertanya
(berkomunikasi langsung) dengan informan guna mendapatkan informasi dan data di

lapangan. Pihak infor

7 Johny Ibrahim, 2006, Op.Cit., him. 296
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man yang di maksud dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Anggota BPD, Kepala
Dusun, dan pihak-pihak yang terkait lainnya seperti Masyarakat dan Tokoh Agama yang
ada di Desa Sinar Baru Daro-Daro, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan.

3. Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan,
transkrip, buku, dan sebagainya. Metode ini di gunakan pada saat penelusuran informasi
yang bersumber dari dokumentasi anggota yang bersangkutan dan yang mempunyai

relevansi dengan tujuan penelitian.

E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Penulis dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan analisis kualitatif atau data
yang di kumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut
diperoleh dari hasil wawancara, catatan, pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan,
memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat di lakukan untuk responden yang jumlahnya

sedikit.



44



